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PERSYARATAN KOMPETENSI UNTUK SUBKUALIFIKASI TENAGA AHLI
DAN TENAGA TERAMPIL BIDANG JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 8C ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum tentang Persyaratan Kompetensi untuk
Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang
Jasa Konstruksi;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955),
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
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Menetapkan:

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2009;

Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PERSYARATAN KOMPETENSI UNTUK SUBKUALIFIKASI
TENAGA AHLI DAN TENAGA TERAMPIL BIDANG JASA
KONSTRUKSIL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat
KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang
dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara
bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja
dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan
struktur pekerjaan di berbagai sektor.

2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya
disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup
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aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja
yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kualifikasi adalah penggolongan profesi dan keahlian kerja atau
keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi
menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan
keahlian atau keterampilan.

Subkualifikasi adalah bagian dari penggolongan profesi dan keahlian
kerja atau keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa
konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan
profesi dan keahlian atau keterampilan.

Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu
yang diakui oleh masyarakat.

Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan
kemampuan profesi keahlian kerja dan keterampilan kerja orang
perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan
dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan atau
keahlian tertentu.

Persyaratan Pendidikan adalah pendidikan minimal yang harus
dimiliki oleh seseorang dan dibuktikan dengan ijazah dari instansi
pendidikan formal.

Persyaratan Pengalaman adalah pengalaman minimal melakukan
pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara
intensif yang menghasilkan kompetensi.

Persyaratan Vocational adalah uji kompetensi berbasis kompetensi
kerja minimal yang sudah sudah pernah ditempuh oleh seseorang
sehingga orang tersebut memiliki penguasaan kemampuan kerja yang
mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai standar yang
ditetapkan di tempat kerja.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penerbitan
Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan oleh Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a. Penyelarasan pengaturan subkualifikasi tenaga ahli dan tenaga
terampil bidang jasa konstruksi dengan Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia, dan

b. Penentuan persyaratan kompetensi subkualifikasi tenaga ahli
dan tenaga terampil sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi
dari masing-masing subkualifikasi.
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Pasal 3

Lingkup dari Peraturan Menteri ini meliputi penyelarasan subkualifikasi
tenaga ahli dan tenaga terampil bidang jasa konstruksi serta persyaratan
kompetensi dari masing-masing subkualifikasi.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 4

Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau
orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang
memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai
jenjang kualifikasi.

Jenjang Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tenaga ahli; dan
b. tenaga terampil.

Kualifikasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
terdiri atas:

a. muda;
b. madya; dan
c. utama.

Kualifikasi tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b terdiri atas:

a. kelas tiga;
b. kelas dua; dan
c. kelas satu.
Pasal 5

Persyaratan kompetensi untuk setiap jenjang kualifikasi tenaga ahli
dan tenaga terampil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3)
dan ayat (4) terdiri atas:

a. persyaratan umum; dan
b. persyaratan khusus.

Rincian persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas persyaratan pendidikan, persyaratan pengalaman, dan
persyaratan vokasional.
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(4) Rincian persyaratan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Seluruh Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang jasa
konstruksi yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini
harus dilaksanakan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Menteri ini
paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

(2) Pelaksanaan penerbitan sertifikat keahlian atau sertifikat
keterampilan konstruksi harus sudah mengacu kepada Peraturan
Menteri ini paling lambat 1 Oktober 2013.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2013

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Oktober 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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